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WALIKOTA DEPOK,
bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang baik, diperilukan adanya pengawasan oleh Aparat
Pengawasan Intem Pemerintah (APIP) yang berkualitas;

bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh
APIP yang berkualitas diperiukan suatu standar mutu yang
sesuai dengan mandat audit APIP;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Standar Pengawasan Inspektorat Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat ||l Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat Il Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828),

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor. 4844);



10.

1.

12.

18,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 568 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan
Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855),
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4890),

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daeranh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten/Kota,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor. KEP/94/MPAN/8/2005 tentang Pedoman Umum
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi
Presiden Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/4/2006;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat
Pengawasan intem Pemerintah;
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/O5/MPAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawas Intem Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit
Aparat Pengawasan Intemal Pemerintah,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah,

Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Standar Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Tahun 2003
Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang
Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Kota Depok
Tahun 2000-2025;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajb dan Pilihan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota
Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang
Organsasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok
Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 06),

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tahun 2008 Nomor 11);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PENGAWASAN
INSPEKTORAT KOTA DEPOK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

e B - I

Daerah adalah Kota Depok.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kota Depok.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Walikota adalah Walikota Depok.

Inspektorat adalah Inspektorat Kota Depok.

Inspektur adalah Inspektur Kota Depok.

Aparat Pengawasan Intem Pemerintah yang selanjutnya disingkat
APIP adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan
fungsi melakukan pengawasan, yang dalam hal ini adalah
Inspektorat Kota yang bertanggung jawab kepada Walikota.
Auditor/Pemeriksa dan/atau Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah (P2UPD) selaku APIP adalah orang yang
karena jabatannya melaksanakan tugas pengawasan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama
Kepala Daerah.

Standar Pengawasan adalah kriteria atau ukuran mutu minimal
untuk melakukan kegiatan audit yang harus dipedomani oleh
Auditor/P2UPD.

10. Kode etik adalah pemyataan tentang prinsip moral dan nilai yang

digunakan oleh auditor/P2UPD sebagai pedoman tingkah laku
dalam melaksanakan pengawasan.



11.Audit/Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan
evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan
profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai efekdifitas,
ekonomis, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas
dan fungsi instansi pemerintah.

12.Reviu adalah penelaahan bukti-bukti suatu kegiatan untuk
memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah
ditetapkan.

13.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

14 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil suatu
kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan, dan menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan
suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

15.Auditan adalah orang/organisasi perangkat daerah yang
diperiksa/diawasi oleh Inspektorat.

16. Pemeriksaan Operasional (Operational Audit) adalah pemeriksaan
yang bertujuan untuk menilai apakah kegiatan yang dilakukan atau
dipertanggungjawabkan oleh entitas telah dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan
secara efisiensi, efektif dan ekonomis, serta memberikan
rekomendasi perbaikan kepada pihak yang berkepentingan.

17.Program Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PKP
adalah rancangan prosedur dan teknik pemeriksaan yang disusun
secara sistematis yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam
pemeriksaan dan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.



18.Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Special Audit) adalah
pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas
suatu hal yang diperiksa, meliputi audit atas hal-hal lain di bidang
pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang daerah, sistem
pengendalian intem dan audit investigatif, yaitu antara lain
pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi
terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme, penilaian
atas manfaat dan keberhasilan kebijakan pelaksanaan program
dan kegiatan serta pengujian terhadap laporan berkala dan/atau
sewaktu-waktu dari entitas, serta audit lainnya.

19.Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah
dokumentasi yang dibuat oleh auditor mengenai bukti-bukti yang
dikumpulkan, berbagai teknik dan prosedur pemeriksaan yang
diterapkan, serta simpulan-simpulan yang dibuat selama
melakukan pemeriksaan.

20.Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah
dokumentasi yang dibuat oleh auditor sebagai sarana untuk
mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pemakai laporan.

BAB i
IS| DAN URAIAN STANDAR PENGAWASAN
Pasal 2
Isi beserta uraian Standar Pengawasan Inspektorat Kota Depok,
tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal3
Dalam melakukan pemeriksaan, setiap auditor/P2UPD harus
berpedoman pada Standar Pengawasan Inspektorat Kota Depok.
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BAB Ili
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.
Ditetapkan di Depok
pada tanggalZ; ~esel iber 1)
/ / WALIKOTA DEP

{H. NUR MAHMIUDI ISMA’IL /5‘

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2v _eseuber 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

Hj. ETY SURYAHATI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 11 NOMOR



